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SINOPSIS TESIS; 

STUDI PEMIKIRAN WARIS MUHAMAD SYAHRUR 

A. Pendahuluan 

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting 

dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara 

mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati 

keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum 

kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, 

konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai 

berimplikasi pada keyakinan ulama tradisionalis bahwa hukum kewarisan 

Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini 

terlihat dari teks fikih-fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam 

dengan ilmu faraid. Kata faraid merupakan jamak dari kata fa-ri-da yang 

berarti ketentuan, sehingga ilmu faraid diartikan dengan ilmu bagian yang 

pasti.
1
  

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu 

yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan 

direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat 

dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam 

lingkup masyarakat yang mengitarinya.
2
 

Muhamad Syahrur adalah salah satu pembaharu pemikiran Islam yang 

unik. Rata-rata pembaru pemikiran Islam memiliki basis keilmuan Islam, 

tetapi Muhamad Syahrur tidak punya; ia seorang pemikir Islam berlatar ilmu 
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teknik. Pendidikan formal agama diperoleh di SD hingga SMU. Namun di 

sela kesibukan profesional mekanika tanah dan teknik bangunan, ia 

menyempatkan refleksi dan meneliti ilmu Islam.
3
 Dalam pandangan 

Muhamad Syahrur bahwa paradigma keilmuan Islam sudah saatnya ditinjau 

ulang. Umat Islam tak lagi dapat menggunakan paradigma lama, karena – 

meminjam Thomas Kuhn – telah mangalami anomali sehingga tak mampu 

menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang 

dihadapi umat Islam. Islam dipahami dengan menggunakan sistem 

pengetahuan paling mutakhir, bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa 

karyanya tidak mungkin dapat bertemu karya pengkritiknya, karena ada 

perbedaan manhaj (metodologi) yang dipakai.
4
  

Muhamad Syahrur beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam yang 

selama ini dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam masih 

menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan. Diantara 

permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan adalah: 

Pertama konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan 

masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli fiqh pada 

abad-abad pertama Islam. 

Kedua penerapan konsep kewarisan tersebut masih berdasarkan ajaran-

ajaran yang termuat dalam buku-buku faraid dan mawaris yang masih 

berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-

negeri Arab maupun non Arab, yang diluar ketentuan-ketentuan yang telah 

digariskan dalam ayat al-Qur‟an.
5
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Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer 

bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat kecuali dalam 

masyarakat matriarkal, dan itupun jumlahnya tidak seberapa. Perempuan 

dianggap lebih rendah dari laki-laki dari sinilah muncul ketidak setaraan 

antara laki-laki dan perempuan.
6
 

Demikian pula, ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan 

bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang 

termaktub dalam surat an-Nisā ayat 11 

يُصينم الله في اَلادمم للزمش مصل حظ الاوصييه       

“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak 

perempuan... ”. 

   

Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa 

porsi yang diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, dengan alasan 

sebagaimana yang disampaikan oleh Abī  al-Fidą‟ Isma‟īl bahwa porsi anak 

laki lebih besar dikarenakan mengemban tugas yang berat dalam keluarga, 

sumber nafkah keluarga serta pengemban usaha dan pekerjaan. Untuk itu 

sekiranya pantas jika laki-laki mengambil porsi kelipatan dari porsi yang 

diperoleh perempuan.
7
 

Disisi lain, Muhamad Syahrur mengkritik mainstream pemikiran para 

ulama fikih dalam mengkaji ayat ini.  Menurut Syahrur para ulama fiqh 

membaca kalimat   ُمصل dengan harakat dammah, akan tetapi ketika 

mengaplikasikannya dalam kasus warisan seolah-olah Allah berfirman:  للزمش

 dengan harakat fathah pada lafal misla,  sehingga memunculkan مصلا حظ الاوصّ
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pemahaman bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian 

seorang anak perempuan. Semestinya ayat tersebut dipahami bagian anak 

laki-laki semisal bagian dua anak perempuan.
8
 

Untuk memperkuat pemahaman Syahrur dalam menginterpretasikan 

ayat diatas, Syahrur menyusun sebuah formula sebagai berikut:      Y = X       

 Y   adalah at-tābi’ (variabel pengikut) untuk anak laki-laki 

 X adalah al-mutahawwil (variabel pengubah) untuk anak 

perempuan 

Formula diatas dapat diterjemahkan, bagian yang diperoleh anak laki-laki 

akan ditetapkan setelah bagian anak perempuan ditetapkan, karena anak laki-

laki adalah variabel pengikut sedangkan anak perempuan adalah variabel 

pengubah, sehingga Y akan bergerak dan berubah mengikuti pergerakan x.
9
 

Muhamad Syahrur juga mengkaitkan bagian yang diperoleh anak laki-laki 

dan perempuan dengan melihat faktor keikut sertaan perempuan dalam 

menanggung beban tanggung jawab perempuan dalam keluarga, ketika 

perempuan tidak ikut andil dalam menanggung beban keluarga, maka bagian 

yang diperoleh adalah setengah dari bagiannya laki-laki. Bila ikut andil dalam 

menanggung beban keluarga, maka tidak perbedaan bagian yang diperoleh 

laki-laki dan perempuan.
10

 Padahal kebanyakan ulama berpendapat, ketika 

anak perempuan berkumpul dengan anak laki-laki, maka bagian anak 

perempuan adalah asabah (sisa) dan aplikasi pembagiannya.
11
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B. Profil Muhamad Syahrur 

Muhamad Syahrur ibn Daib lahir di Damaskus pada tanggal 11 April 

1938 M. Ia merupakan anak kelima dari tukang celup. Pendidikan dasarnya 

dimulai dari sebuah instansi pendidikan Ibtidaiyyah I‟dadiyyah, dan 

kemudian melanjutkan pada Tsanawiyyah Abdurrahman al-Kawakib yang 

terletak di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Ia berhasil menamatkan 

kedua studinya tersebut pada tahun 1957 M.
12

 

Kemudian Ia meneruskan pada pendidikan teknik sipil pada tahun 

1959-1964, hingga akhirnya ia diberi tugas untuk mengajar pada fakultas 

teknik Universitas Damaskus. Pada tahun 1969, Ia dikirim studi ke luar 

negeri, yaitu ke Universitas College di Dublin, hingga meraih gelar MA Pada 

tahun 1972, Ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya (Ph.D) dalam 

spesialisasi mekanika pertanahan dan fondasi
13

. 

Sekarang Ia mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus 

dengan mata kuliah mekanika pertanahan dan geologi. Bersama beberapa 

rekannya di Fakultas membuka biro konsultasi teknik. Syahrur juga pernah 

menjadi tenaga ahli pada Al-Saud Consult Kerajaan Saudi Arabia (1982-

1983).
14

 

Dengan ilmu yang dimilikinya, Ia sering menjadi nara sumber tentang 

pemikiran keislaman, diantaranya : ia pernah menjadi peserta kehormatan di 

dalam publik tentang Islam di Maroko dan Lebanon pada tahun 1995. 

Fase pemikiran Muhamad Syahrur ibn Daib dalam ilmu keislaman, 

setidaknya ada tiga tahapan (Syahrur, 2000a: xii-xv), yaitu: fase kontemplasi 
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dan peletakan dasar pemahaman keislaman; fase pemikiran keislaman; dan 

fase penulisan pemikiran keislaman. Pada fase awal pemikiran keislaman 

(pada tahun 1970-1980 M ), Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar tentang 

pengaruh imam-imam madzhab terhadap pemikiran dan kondisi umat muslim 

sekarang. Umat muslim harus mampu menghadapi tantangan abad 20 dengan 

menampilkan buah pemikiran dan teori baru. Sebab, pada saat ini umat 

muslim masih terbelenggu oleh pemikiran imam-imam mazhab. 

Fase kedua terjadi antara tahun 1980-1986 M. ia bertemu dengan teman 

lamanya Dr.Ja‟far Dakk Al-Bab yang telah menekuni studi bahasa di Uni 

Soviet selama 1958-1964 M. Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar bersama 

temanya tersebut untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Sejak saat itu, Ia mulai 

menganalisis ayat-ayat Al-Qur‟an dengan model baru. 

Selanjutnya, fase ketiga terjadi setelah tahun 1986 M., di mana 

Muhamad Syahrur Ibn Daib sudah mulai menulis pemikiran-pemikirannya. 

Pada tahun 1990 Muhamad Syahrur menyelesaikan karya pertamanya dalam 

ilmu keislaman. Karya itu adalah al-kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah. 

Sebuah karya monumental, yang hingga kini masih dibicarakan umat muslim. 

Selain al-kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah, Ia juga menulis buku 

Trilogi Handasat Al-Turbat (Teknik Pertanahan), Dirasat Islamiyyah 

Mu’ashirah fil-Daulah wal-Mujtama (wawasan Islam Kontemporer tentang 

Negara dan Masyarakat,1994), Al-Islam wal-Iman : Manzhumah Al-Qiyam 

(buku Syahrur yang mengkritisi wacana klasik tentang rukun Islam dan rukun 

Iman, 1996), Masyru’ Mitsaq Al-‘Amal Al-Islami ( Proposal Perjanjian Islam 
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untuk Aksi, (Pamflet), 1999), dan Nahwa Ushul Jadidah lil-Fiqh Al-Mar’ah, 

2000).
15

    

C. Teori Batas Sebagai Penemuan Hukum 

Term hudūd dalam interpretasi Muhamad Syahrur berbeda dengan 

pengertian hudūd dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini, 

ulama Islam memahami hudūd dengan mencegah dari perbuatan yang 

diharamkan oleh Allah SWT. dengan jalan memukul atau memberi hukuman 

bahkan membunuh.
16

 Sedangkan Muhamad Syahrur memahami bahwa hudūd 

adalah ketentuan-ketentuan atau hukum Allah, bukannya hukuman 

(sebagaimana yang dipemahaman para ulama fikih). 

Teori hudūd yang dikembangkan oleh Muhamad Syahrur bertujuan 

untuk mengetahui hukum Islam yang sebenarnya, teori-teori hudūd itu 

sebagaima yang terdapat dalam karyanya al-Kitab wa al-Qur’an Qiraah 

Mu’asirah (2000b:453-466) adalah: 

 حالح الحذ الادوّ .1

  Ketentuan Allah SWT. dari teori ini hanya memiliki batas bawah 

(al-hadd al adna). Hukum yang berlaku pada posisi ini merupakan semua 

ketentuan Allah SWT. mengenai para wanita yang dilarang untuk dinikahi, 

makanan yang diharamkan, hutang piutang, pakaian wanita. Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah SWT. Surat an-Nisa‟ (4):22-23 tentang 

batasan-batasan wanita yang dilarang untuk dinikahi. 

  Kedua ayat diatas mengisyaratkan tentang batasan wanita-wanita 

yang tidak boleh dinikahi. Batas minimal terdapat dalam semua wanita 
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yang sudah disebutkan dalam kedua ayat ini. Umat Islam dilarang 

memberi ketentuan yang kurang dari jumlah wanita-wanita dalam kedua 

ayat diatas. Umat Islam hanya boleh melakukan ijtihad untuk menambah 

macam wanita yang tidak boleh dinikahi, misalnya dilarang menikah 

dengan paman/bibi (saudara sepupu), karena menurut kedokteran, 

keturunan yang dihasilkan oleh dua sel darah yang berdekatan akan 

menjadikan keturunan yang lemah, baik fisik maupun mental.  

  Begitu pula jumlah makanan yang diharamkan batas minimal dari 

jumlah makanan yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Surat 

al-Maidah ayat 3, Surat al-An‟am ayat 199 dan 145. Para fuqaha tidak 

boleh mengurangi (jumlah) macam makanan yang tidak boleh dimakan 

dengan bantuan ilmu kedokteran modern. 

 حالح الحذ الاعلّ   .2

Batas maksimal  berupa ketentuan Allah yang  hanya memiliki 

batas atas (al-hadd al-a’la.). Batas maksimal ini berlaku bagi tindak 

pidana pencurian dan ketentuan pembunuhan. Batas hukum (ketentuan 

Allah) maksimal yang diterapkan pada tindak pidana pencurian adalah 

potong tangan. Mereka boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari 

potong tangan sesusai dengan situasi maupun kondisi dimana hukum 

tersebut diterapkan. Dasar  hukumnya adalah firman Allah surat al-

Ma‟idah ayat 38. 

Ijtihad ulama yang berada di bawah ketentuan Allah tersebut 

pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat 
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Umar Ibn al- Khattab. Umar  tidak menerapkan  hukuman potong tangan 

bagi pencuri. sebab: masa itu masyarakat sedang di landa musim paceklik 

yang menyebabkan masyarakat krisis ekonomi dan krisis pangan.   

Ijtihad yang di lakukan oleh fukaha harus berdasakan situsi dan 

kondisi masyarakat. jadi ,selain jenis  hukuman  yang  lebih  rendah , 

ijtihad yang boleh dilakukan  ulama juga berkaiatan dengan kriteria jenis 

pencurian; misalnya koruptor dan pencuri rahasia Negara, bagi mereka 

para  (koruptor maupun pencuri rahasia Negara ) tidak di kategorikan 

sebagai pencuri, namun mereka masuk kriteria dan pengacau keamanan 

Negara .dengan demikian, ayat yang  diterapkan bukan ayat tentang 

pencurian diatas ,namun ayat tentang hukuman bagi pengacau dan perusak 

Negara.  Ayat tersebut adalah surat al-Ma‟idah ayat  33. 

Dengan demikian, jika terdapat  jenis  pencurian yang dapat 

dikategorikan pada perusak negara, maka hukuman yang ditetapkan adalah 

surat al-Ma‟idah ayat 33 diatas. pembalakan liar dan ilegal  logging 

mungkin  dapat masuk kategori ini. Sebab, pembalakan liar dan illegal  

logging merupakan  sebuah kegiatan yang  merusak  Negara, masyarakat, 

dan bumi beserta isinya . 

 حالح الحذ الادوّ َالحذ الاعلّ معا  .3

Batas bawah dan batas atas bersamaan. Ketentuan ini berlaku pada 

hukum waris dan poligami. Jumlah harta warisan telah ditentukan oleh 

Allah dalam Tanzil al-Hakim. Yang  menjadi sorotan adalah batas dan 

antara anak laki-laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki diterapkan 
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batasan batas maksimal, yaitu dua banding satu dari bagian anak 

perempuan. Sedangkan batas minimal diterapkan bagi anak perempuan, 

yaitu satu banding dua bagian anak laki-laki. Ketentuan Allah ini terdapat 

dalam surat an-Nisa‟ ayat 11.  

Ayat tersebut  mengisyaratkan  ketentuan  Allah  tentang batasan 

bagian  bagian warisan bagi  anak laki-laki  dan anak perempuan. Dalam  

ketentuan waris,batas maksimal yang diterima laki-laki adalah dua 

(66,6%) sedangkan batas maksimal  yang diterima wanita adalah satu 

(33,3%). Wilayah ijtihad ulama berada diantara dua batas tersebut. Situasi 

dan kondisi masyarakat selalu bergerak dinamis, sehingga menjadi sebuah  

pertimbangan  bagi lahan ijtihad  fukaha untuk dapat  menyamakan bagian 

warisan anak laki-laki dan anak perempuan.dengan demikian, bagian yang 

diterima keduanya  adalah 1:1 (50% : 50%). 

       حالح الحذ الادوّ َالحذ الاعلّ معا علّ وقطح َاحذج اِ حالح المسرقيم اَ حالح الرششيع العيىّ  .4

Teori selanjutnya adalah batas atas dan batas bawah berada pada 

garis yang sama, atau disebut juga batas lurus. 

Bentuk keempat ini hanya berlaku  pada hukuman bagi pelaku  

zina dan orang  yang menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman bagi 

pelaku zina, baik laki- laki maupun perempuan telah di tetapkan oleh Allah 

SWT . dalam surat  an-Nur ayat 2 . 

Menurut Muhamad Syahrur, ketentuan Allah SWT.  yang terdapat 

dalam ayat tersebut menegaskan bahwa hukum tidak  dibolehkan  untuk 

menaruh belas kasihan  (ra’fah) terhadap pelaku zina, baik laki laki 
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maupun perempuan.  Mereka mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan 

Allah tersebut. 

Ketegasan hukum  ini harus melalui syarat dan kondisi objektif 

yang harus dipenuhi sebelum hukuman itu diputuskan. Syarat-syarat 

tersebut adalah adanya empat orang saksi yang menyaksikan secara 

langsung perbuatan zina tersebut, dan bagi yang sudah berkeluarga harus 

ada sumpah li’an terlebih dahulu. 

  حالح الحذ الاعلّ تخط مقاسب لمسرقيم اِ يقررشب َلايمس  .5

 Ketentuan Allah yang kelima adalah posisi batas maksimal mendekati 

garis lurus. Ketenteuan ini mendekati garis/batas maksimal, namun batas 

tersebut tidak boleh dilampui,karena dengan menyentuh nya berarti telah 

jatuh pada larangan Tuhan. 

                          Ketentuan Allah SWT. yang memiliki batas atas dan tidak boleh 

di sentuh ini di terapkan pada hubungan  pergaulan antara lawan jenis, 

laki-laki dengan perempuan. Hal ini sesuai  dengan  surat al-An‟am ayat 

151 dan surat al-Isyra‟ ayat 23. 

Kedua ayat di atas merupakan ketentuan Allah  SWT. Mengenai 

rambu-rambu dalam tata cara pergaulan manusia antara lawan jenis. Umat 

muslim di larang untuk melakukan suatu interaksi sosial yang dapat 

mendekati perzinaan. Seperti dari sekedar berjabat tangan, secara  

perlahan-lahan hubungan  itu  akan meningkat pada hubungan fisik yang 

lain, berciuman, bercumbu, sampai pada akhirnya melakukan hubungan 

badan, dimana pada titik inilah terjadi perbuatan zina. Inilah mengapa 
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Allah menetapkan sebuah batasan pada pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan. 

  الحذ الاعلّ مُجة مغلق لا يجُص ذجاَصي َحالح الحذ الادوّ سالة يجُص ذجاَصي .6

Teori batas terakhir yang di kemukakan oleh Muhamad Syahrur 

mengenai ketetuan Allah adalah batas atas positif tidak boleh di lampaui  

dan batas bawah negatif  boleh di lampaui. 

Contoh dari ketentuan Allah SWT. ini adalah distribusi kekayaan 

manusia. Konsep riba merupakan sebuah ketentuan Allah dari batas atas 

yang berarti positif, namun batas tersebut tidak boleh di lampaui. 

Ketentuan riba merupakan batas atas yang tidak boleh  di sentuh. Jika 

melanggarnya berarti ia telah melanggar ketentuan Allah SWT. 

Sedangkan konsep zakat merupakan ketentuan Allah SWT. yang 

berupa batas bawah boleh di lampui sesuai dengan ijtihad fukaha. Bentuk  

ijtihad  dari ketentuan Allah SWT. Mengenai distribusi kekayaan manusia 

dapat berupa sadaqah, maupun pinjaman. Kedua bentuk distribusi 

kekayaan ini dapat di posisikan di tengah-tengah antara kedua batas 

maksial dan minimum. 

D. Pemikiran Muhamad Syahrur Tentang Hukum Kewarisan Islam 

Muhamad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses 

perpindahan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia  kepada 

ahli waris yang ketentuan bagiannya sudah ditetapkan dalam wasiat, atau 

ketentuan bagiannya sudah ditetapkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan 

warisan, ketika orang yang meninggal dunia tidak menyampaikan wasiat.
17
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Dalam hal ini, Muhamad Syahrur lebih memprioritaskan dalam proses 

perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan 

jalur wasiat daripada memakai jalur warisan. Argumentasi yang 

melatarbelakangi pemikiran Muhamad Syahrur  antara lain: 

1. Sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah bahwa hukum 

kewarisan diberlakukan setelah dilaksanakannya wasiat dan pembayaran 

hutang. Sesuai dengan firman-Nya: 

 مه تعذ َصيح يُصّ تٍا اَ ديه

“sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar 

hutangnya”. 

 

Kondisi ini akan berbeda ketika orang yang meninggal dunia 

tidak meninggalkan wasiat apapun, maka Allah akan mengganti 

mekanisme wasiat tersebut dengan hukum-hukum waris serta 

menentukan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian.
18

     

2. Dalam at-Tanzil al-Hakim surat an-Nisa‟ ayat 11, Allah mengawali 

firmannya dengan redaksi: 

 يُصينم الله فّ أَلادمم 

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk 

anak-anakmu”. 

Dan dalam surat an-Nisa‟ ayat 12, Allah mengakhiri firmannya 

dengan redaksi: 

 َصيح مه الله َالله عليم حليم
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“(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun”. 

 

Kedua redaksi tersebut memberikan pemahaman bahwa 

wasiat merupakan dasar yang paling utama dalam proses 

perpindahan harta, sebagaimana Allah mewajibkan kepada manusia 

untuk menjalankan ibadah shalat dan puasa.
19

 Dalam ayat lain Allah 

juga berfirman: 

 مرة علينم إرا حضش أحذمم المُخ إن ذشك خيشا الُصيً للُالذيه َالاقشتيه تالمعشَف

  المرقيهحقا علّ 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma‟ruf, (ini 

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. 

   

3. Target dan sasaran dalam perpindahan harta melalui proses wasiat, bisa 

menyentuh dari segala lini kekerabatan, antara lain: 

a. Bapak, bahkan yang bukan orang tua kandung (dalam hal ini adalah 

bapak sosiologis), serta ibu, bahkan yang bukan ibu kandung (dalam 

hal ini adalah ibu sosiologis). 

b. Kekerabatan dari jalur usul, seperti kakek, nenek dan terus keatas. 

c. Suami, apabila yang meninggalkan wasiat perempuan dan istri, 

apabila yang meninggalkan wasiat laki-laki. 

d.  Anak-anak serta cucu dan terus kebawah. 

e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

f. Paman dan bibi dari jalur bapak serta paman dan bibi dari jalur ibu. 
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Disamping orang-orang yang telah disebut diatas, target dan 

sasaran wasiat juga mencakup anak-anak yatim dan fakir miskin, 

sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa‟ ayat 8: 

 َإرا حضش القسمح أَلُا القشتّ َاليرمّ َالمساميه فاسصقٌُم مىً َقُلُا لٍم قُلا

 سذيذا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan 

orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. 

Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, Muhamad 

Syahrur hanya menggunakan petunjuk yang terdapat dalam at-Tanzil al-

Hakim, orang-orang yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat-ayat waris. 

Orang-orang yang secara eksplisit tidak disebut dalam ayat-ayat waris 

tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan. Seperti: paman baik dari 

garis bapak atau dari garis ibu, anak laki-lakinya paman dan seterusnya.
20

 

Terkait bagian yang akan diperoleh bapak maupun ibu, Muhamad 

Syahrur memahaminya dalam surat an-Nisa‟ ayat 11, bahwa bagian yang 

akan diterima bapak dan ibu adalah 1/6 apabila orang yang meninggal dunia 

memiliki anak. Sesuai dengan firman Allah: 

 َلأتُيً لنل َاحذ مىٍما السذس مما ذشك أن مان لً َلذ

“dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-  masingnya seperenam dari 

harta yang ditinggalnya”.  

Pada ayat tersebut, Muhamad Syahrur meneliti secara linguistik kalimat 

wa li abāwaihi mengapa tidak memakai redaksi wa li wālidaihi. Untuk itu 

bagian 1/6  akan diberikan kepada bapak dan ibu baik ketika berstatus sebagai 
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bapak kandung (wālid) atau sebagai bapak pengasuh (abb), begitu juga ibu 

ketika berstatus sebagai ibu kandung (wālidah) atau berstatus sebagai ibu 

pengasuh (murābiyyah) yang berarti anak tersebut diperoleh dari proses 

adopsi (tabanny).
21

 

Jatah pembagian sama-rata dengan 1/6 kepada bapak maupun ibu ketika 

terdapat anak, merupakan pemberlakuan batas yang ketiga yaitu wa in kānat 

wāhidatan fa lahā an-nisfu dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. 

Artinya pada kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak 

perempuan, maka bagian yang akan diperoleh antara laki-laki dan perempuan 

adalah sama.
22

 

Selanjutnya, apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak, 

maka akan diberlakukan batas yang pertama dari batasan-batasan yang 

terdapat dalam warisan, yaitu li aż-żakari misl hazz al-unsayain. Untuk itu, 

ibu akan memperoleh bagian 1/3 dan bagian yang akan diterima bapak 

sebesar 2/3 setelah harta dibagikan kepada suami atau istri. Muhamad 

Syahrur menilai bahwa dalam firman Allah: 

 فإن لم ينه لً َلذ ََسشً أتُاي فلإمً الصلس

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu 

bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga”. 

  

hanya disebutkan ibu saja, tanpa menyebut bapak dalam ayat tersebut, karena 

yang menjadi dasar dalam penghitungan warisan adalah perempuan.
23
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Untuk menyelesaikan kasus dimana bapak atau ibu berkumpul dengan 

saudara-saudara berdasarkan ayat diatas, maka diterapkan batas yang kedua, 

yaitu: fa in kunna nisā’an fauqa isnataini falahunna sulusa ma taraka. 

Dengan berpedoman pada batas kedua ini, ibu memperoleh bagian 1/6 

sedangkan bapak memperoleh bagian 5/6. Dari pembagian model ini, maka 

akan memberikan pemahaman bahwa jatah yang diterima bapak 5 kali lebih 

besar dari jatah yang diterima ibu. 

Dalam menentukan bagian yang akan diperoleh anak-anak baik laki-

laki maupun perempuan, Muhamad Syahrur menetapkan: 

a. Apabila perempuan sendirian dan laki-laki juga sendirian, maka 

perempuan memperoleh 1/2 dan laki-laki juga memperoleh 1/2. 

b. Apabila perempuan berjumlah 2 orang dan laki-laki hanya seorang, maka 

dua orang perempuan akan memperoleh bagian 1/2 dan laki-laki juga 

memperoleh 1/2. 

c. Apabila jumlah perempuan lebih dari dua sampai tak terhingga, maka 

laki-laki akan memperoleh bagian 1/3 dan perempuan memperoleh 

bagian 2/3.
24

 

Sesungguhnya perempuan adalah dasar penghitungan dalam warisan, 

untuk itu ia menduduki kedudukan sebagai variable al-mutahawwil 

(pengubah) sedangkan laki-laki menduduki variable at-tābi’ (pengikut). Laki-

laki adalah variable yang mengikuti perubahan variable perempuan, sehingga 

bagian yang akan diterima laki-laki mengikuti bagian perempuan.  

Pemahaman firman Allah للزمش مصل حظ الأوصييه Allah menunjukkan bahwa jatah 
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laki-laki sebesar dua kali lipat dari jatah yang diterima perempuan hanya 

dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan 

satu laki-laki. Hal ini berarti, dalam wilayah himpunan jumlah laki-laki 

menjadi dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan ketika jumlah 

perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Dan oleh Muhamad Syahrur 

ayat للزمش مصل حظ الأوصييه ditetapkan sebagai pertama dari batas-batas Allah 

dalam ayat waris. 

Untuk mengetahui bagian yang akan diterima suami maupun 

istri, berpedoman pada firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 12, 

yaitu: 

 َلنم وصف ما ذشك أصَاجنم إن لم ينه لٍه َلذ فإن مان لٍه َلذ فلنم الشتع مما ذشمه

 مه تعذ َصيح يُصيه تٍا أَ ديه َلٍه الشتع مما ذشمرم إن لم ينه لنم َلذ فإن مان

 شمرم مه تعذ َصيح ذُصُن تٍا أَ ديهلنم َلذ فلٍه الصمه مما ذ

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yag ditinggalkan 

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-

istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 

wasiat yang kamu tinggalkan atau sesudah dibayar hutang-

hutangmu”. 

       

Oleh karena itu suami memperoleh bagian 1/2 dari harta tirkah istrinya, 

apabila istri tidak memiliki anak (laki-laki atau perempuan, anak ataupun 

cucu). Dan diberi bagian 1/4, apabila istri memiliki anak. Begitu juga bagian 
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yang akan diterima istri jika suami meninggal memperoleh 1/4 apabila suami 

tidak memilik anak, dan memperoleh 1/8 apabila suami memiliki anak. Dari 

pembagian ini jelas Allah menetapkan bagian li az-zakary misl hażz al-

unsayaini, yaitu batas yang pertama dari batas-batas yang ditetapkan oleh 

Allah.
25

 

Muhamad Syahrur tidak memberikan jatah warisan pada istri kedua, 

ketiga dan keempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Karena pada 

dasarnya para janda telah memperoleh bagian waris dari peninggalan 

suaminya terdahulu. Oleh karena itu, menurut Muhamad Syahrur Allah tidak 

menentukan bagian khusus baginya dari harta peninggalan suaminya (yang 

baru). Akan tetapi, hal ini tidak mengahalangi suami untuk memberikan jatah 

warisan kepada mereka melalui prosedur wasiat.       

Dalam menetapkan bagian yang akan diperoleh saudara, Muhamad 

Syahrur berpijak pada firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 12: 

 َإن مان سجل يُسز ملالح أَأمشأج َلً أخ أَ أخد فلنل َاحذ مىٍما السذس فإن

 ماوُا أمصش مه رلل فٍم ششمأ فّ الصلس مه تعذ َصيح يُصّ تٍا أَديه غيش مضاس

 َصيً مه الله َالله عليم حليم

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari kedua 

jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara itu lebih dari seorang, 

maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasisat yang 

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 

mudharat. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-

benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun”.  
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Dengan berpijak pada ayat tersebut maka, bagian yang akan diperoleh 

saudara adalah 1/6 apabila jumlah saudara baik laki-laki atau perempuan 

hanya satu. Dan akan berpeluang memperoleh 1/3 jika ahli waris terdiri dari 

kumpulan saudara. Dan bagian sepertiga merupakan batas tertinggi bagi 

kumpulan saudara.
26

 

Terkait masalah ‘aul dan radd Muhamad Syahrur menilai bahwa 

kewarisan adalah hukum yang tertutup, artinya tidak akan ada orang-orang 

yang akan memperoleh bagian selain yang disebut dalam ayat-ayat warisan. 

Juga tidak diperbolehkan menembahi atau mengurangi bagian dari prosentase 

100%. Untuk itu tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah radd maupun 

‘aul. Karena apabila memperlakukan radd maupun ‘aul, seakan-akan kita 

tidak membagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah 

dalam hukum-hukum dan batasan-batasan-Nya.
27

     

Adapun masalah  kalalah, secara detail Muhamad Syahrur memberikan 

rambu-rambu yang harus difahami terkait dengan masalah tersebut: 

Kalalah adalah kerabat dekat orang yang meninggal dunia selain bapak dan anak. 

1. Bagian-bagian warisan ini diperoleh kerabat yang terdiri dari saudara-

saudara saja jika mereka ada. Dan bagian-bagian ini hanya berlaku ketika 

terdapat suami atau istri bukan ketika suami istri tidak ada. 

2. Masalah dalam kalalah  menetapkan bagian yang diperoleh saudara laki-

laki dan saudara perempuan adalah sebanding atau sama rata. Jika terdiri 

dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan bagian 



21 
 

yang akan diperoleh adalah 1/6. Apabila ahli waris terdiri dari kumpulan 

saudara, maka mereka bersekutu dalam 1/3, dan 1/3 ini merupakan batas 

tertinggi bagi saudara dalam masalah kalalah (Syahrur, 2000a:270-271). 

Hukum-hukum kalalah dijelaskan dalam at-Tanzīl al-Hakim hanya 

pada 2 ayat saja, yaitu an-Nisa‟ ayat 12 dan ayat 176. Muhamad Syahrur 

memberikan batasan bagi kedua ayat tersebut, bahwa kalalah yang disebut 

dalam surat an-Nisa‟ ayat 12 itu menjelaskan kewarisan tentang saudara yang 

berkumpul dengan salah satu pasangan suami atau istri. Sedangkan untuk 

kalalah pada ayat 176 tidak terdapat salah satu pasangan suami atau istri.
28

 

Pola penyelesaian masalah kalalah pada ayat 12 ini, bahwa Allah telah 

menjelaskan ketentuan yang tidak bisa menerima pentakwilan dan ijtihad, 

bahwa bagian seorang saudara laki-laki sebanding dengan bagian saudara 

perempuan. Untuk itu suami diberi bagian 1/2 harta istrinya ketika tidak ada 

anak, dan diberi 1/4 ketika ada anak. Sedangkan istri diberi bagian 1/4 harta 

suami jika tidak ada anak, dan diberi 1/8 ketika ada anak. 

Dalam kalalah pada ayat 12 ini, Muhamad Syahrur menyertakan 

pasangan suami atau istri bersama-sama dengan saudara dalam satu ayat, hal 

ini untuk menghindari sisa harta tinggalan. Sebagaimana contoh seorang 

perempuan meninggal dunia dalam kondisi kalalah (tidak memiliki bapak 

dan anak), akan tetapi perempuan tersebut memiliki 2 orang saudara. Maka 

kedua saudara tersebut memperoleh bagian 1/3 dan masing-masing mendapat 

bagian sama rata dari 1/3 tersebut. Dan apabila perempuan tersebut 

meninggal hanya memiliki satu saudara laki-laki, maka saudara tersebut 
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memperoleh bagian 1/6, atau memiliki satu saudara perempuan, maka saudara 

perempuan tersebut akan memperoleh bagian 1/6. Lalu dikemanakan sisa 

harta yang tidak bisa habis dibagi kepada saudara tersebut? Berangkat dari 

kasus inilah, maka Muhamad Syahrur menetapkan bahwa sisa harta tersebut 

diberikan kepada suami atau istri. Apabila ditemukan kasus kalalah, yang 

pewarisnya hanya saudara tidak ada suami maupun istri, maka penyelesaian 

kasus ini memakai pedoman ayat kalalah 176, yang mana saudara akan 

memperoleh keseluruhan harta warisan.
29

 

Adapun kalalah yang kedua sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa‟ 

ayat 176 

 يسرفرُول قل الله يفرينم فّ النلالح إن أمشؤا ٌلل ليس لً َلذ َلً أخد فلٍا وصف ما ذشك 

 ٌَُ يششٍا إن لم ينه لٍا َلذ فإن مان اشىريه فلٍما الصلصان مما ذشك َأن ماوُاإخُج سجلا َ

  الله تنل شئ عليموسأ فللزمش مصل حظ الأوصييه يثيه الله لنم أن ذضلُا َ

“Mereka meminta fatwa kepadanu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki (mempusakai seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudaranya 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki 

sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 

ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala 

sesuatu”.   

         

  Muhamad Syahrur memahami kasus kalalah pada surat an-Nisa‟ ayat 

176 terkait dengan orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli 

waris bapak dan anak serta tidak memiliki salah satu pasangan suami atau 

istri. 
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Hal ini dipertegas dalam redaksi ayat: 

 إن إمشؤ ٌلل ليس لً َلذ 

“jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak”. 

Bahwa ruang lingkup kalalah kedua membahas seseorang yang tidak 

memiliki anak maupun cucu baik laki-laki maupun perempuan serta tidak 

memiliki bapak, ibu kakek ataupun nenek.
30

 Sedangkan redaksi ayat yang 

berbunyi: 

 َلً أخد فلٍا وصف ما ذشك

“dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. 

   

Redaksi ayat ini, menjelaskan bahwa ketentuan tentang saudara 

perempuan ini berlaku dalam kondisi satu jenis kelamin saja (al-ifrād). 

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia hanya memiliki seorang saudara 

perempuan saja  tidak ada ahli waris yang lain lagi. Ketika saudara 

perempuan diberi bagian setengah, tentu akan didapati setengah bagian sisa, 

siapa yang berhak atasnya, padahal tidak disebut pada ayat. Muhamad 

Syahrur beranggapan bahwa disamping saudara perempuan terdapat saudara 

laki-laki yang mengimbanginya. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah ini 

saudara perempuan memperoleh bagian 1/2 dan saudara laki-laki memperoleh 

setengah bagian sisanya. Dalam hal ini berlakulah batas ketiga dari batas-

batas hukum Allah.
31
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